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Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan 
 
Effect Penalties, Taxpayer Awareness, andQuality of Service Tax 
Authoritieagainst Corporate Taxpayer Compliance In Kantor Pelayanan 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh denda, kesadaran wajib 
pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang 
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data 
penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer), kepustakaan dan wawancara. 
Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan ke wajib pajak badan dengan metode 
purposive sampling. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi, Uji-t, Uji-
F, dan Uji Determinasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel denda, 
kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, uji-F, dan Uji Determinasi 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara denda, kesadaran 
wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
di KPP Pratama Makassar Selatan. 
 
 Kata kunci:Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus,  
Kepatuhan Wajib Pajak 
 
This research aims to determine the effect of penalties, taxpayer awareness, 
quality of service tax authoritie and the corporate taxpayer compliance in the 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. The research data obtained 
from the questionnaire (Primary), library research and interviews. The 
questionnaire in this study were distributed to corporate taxpayers with purposive 
sampling method. Analysis of the data used is regression analysis, t-test, F-
test,determine test.The findings showed that the variables penalties, taxpayer 
awareness, quality of services tax authorities are jointly on taxpayer compliance. 
Based on the hypothesis test using the t-test, F-test, and determine test shows 
that there is a positive between the effect of penalties, taxpayer awareness, 
quality of service tax authorities and the corporate taxpayer compliance in the 
KPP Pratama Makassar Selatan. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan 
sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk 
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada hakekatnya perpajakan 
di Indonesia di tetapkan berdasarkan undang-undang, hal ini terdapat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : “segala pajak untuk 
keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Salah satu indikator yang 
digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara 
dari pajak adalah tax ratio, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau 
dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu 
tahun fiskal. 
Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam 
mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun 
tidak langsung dari masyarakat. Jadi dalam hal ini diperlukan kesadaran dari 
masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpulkan digunakan 
untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial 
dan ekonomi masyarakat. Dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan pajak 
terhadap penerimaan Negara semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada 
struktur APBN pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, hal ini tidak lepas 
dari peran pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional. 
Realisasi penerimaan pajak tahun 2012 adalah Rp. 835 Triliun sementara target 





Rp. 872 Triliun, dibawah target yang ditetapkan sebesar Rp. 878 Triliun. 
Sementara itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2010 sebesar Rp. 650 Triliun, 
dibawah target Rp. 661 Triliun. Jumlah WP yang menyerahkan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi yang hanya 8,5 juta WP dari 
yang aktif kerja tercatat 110 juta orang. Dengan demikian rasio SPT tercatat 
hanya 7,7 % atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum 
memadai, dan WP badan usaha yang menyerahkan SPT Tahunan hanya 466 
ribu badan usaha. Sedangkan jumlah badan usaha yang tercatat WP adalah 12 
juta lebih. Itu artinya WP badan hanya 3,6% dari badan yang memenuhi 
kewajibannya. (http://bisnis keuangan.kompas.com) 
Berdasarkandata yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, realisasi 
kepatuhan penyerahan SPT sudah melebihi realisasi tahun 2011 yakni sebesar 
52,74% dari seluruh wajib pajak terdaftar. Direktorat Jenderal Pajak berharap 
wajib pajak yang menyampaikan SPT bisa mencapai 62,5% dari seluruh WP 
terdaftar pada 2012 sudahsekitar 22 juta WP terdaftar. Angka kepatuhan wajib 
pajak ini masih tergolong rendah. Berdasarkan hitung-hitungan Direktorat Jendral 
Pajak, rasio penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2011 hanya sebesar 
52,74% atau hanya sekitar 9,33 juta WP dari 17,69 WP terdaftar.Jika dirinci lagi, 
kepatuhan penyampaian SPT WP Badan hanya 32,72% dari 1,5 juta WP badan 
yang terdaftar. Sementara untuk WP perorangan, tingkat kepatuhannya 54,72% 
dari 16,10 juta WP perorangan yang terdaftar. (http://www.stpi-pajak.com). 
  Untuk wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Selatan, hingga 
tahun 2012 sebanyak 12.424 wajib pajak badan yang terdaftar, namun hanya 
3.366 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan hanya 





dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 
KPP Pratama Makassar Selatan ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. 
Pada Tabel 1.1 berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak badan di 
KPP Pratama Makassar Selatan dari tahun 2010 – 2012. 
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di  Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan periode 2010-2012 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan 
 
Berdasarkan data pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa tingkat 
kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan 
masih sangat rendah yaitu tahun 2010 hingga 2012. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah wajib pajak pajak yang terdaftar pada tahun 2010 dengan persentase 
32%, tahun 2011 sebesar 29%, dan tahun 2012 sebesar 27%.  
Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari 
sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official 
assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan 
sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi 
wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya 
terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan 
wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta 
berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta 
peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Self assessment system 
Periode WP Terdaftar SPT  Yang Diterima Persentase 
2010 10.054 3.265 32% 
2011 11.250 3.310 29% 





juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan 
atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. 
Self assesmen system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 
pajak yang harus dibayar. Konsekuensi sistem self assesment system, setiap 
wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke kantor 
pelayanan pajak. Lebih lanjut, setiap wajib pajak menghitung sendiri dan 
membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 
ketetapan pajak (Diana dan Setiawati, 2009:1).Penerapan self assesment system 
akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada 
masyarakat telah terbentuk.Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan 
terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam 
Undang-Undang, tidak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi 
perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat 
berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Sanksi diperlukan untuk 
memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar 
peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan 
memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan 
akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib 
pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban 
pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa 





Penelitian Arum (2012) juga menemukan pelaksanaan sanksi denda memiliki 
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rahman (2011) 
menemukan bahwa sanksi denda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 
berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai 
pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Penelitian Rahman (2011) menemukan bahwa kesadaran perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jatmiko (2006) 
menemukan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian  yang dilakukan oleh Arum (2012) 
menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sapriadi (2013) 
menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, 
pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 
pajak dan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu pelayanan fiskus 
dalam artipelayanan dari petugas pajak dalammembantu mengurus atau 
menyiapkansegala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak juga sangat 
mempengaruhi kepatuhanWajib Pajak dalam membayar pajak. Pelayanan fiskus 
yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada 





wajib pajak. Penelitian Rahman (2011) menemukan bahwa kualitas pelayanan 
fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sapriadi 
(2013) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, 
dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan “. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Apakah pengenaan denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan? 
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan? 
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuanpenelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh denda terhadap kepatuhan wajib pajakpada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajakpada Kantor 





3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan  
khususnya mengenai kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat 
dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk 
menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai 
pedoman untuk penelitian selanjutnya. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis  
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi dalam 
menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk 
meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan 
denda, kesadaran, kualitas pelayanan fiskus. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang 
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah 





BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel 
penelitian dan definisi operasional, instrumenpenelitian, teknik analisis data dan 
uji hipotesis. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran secara 
umum atas objek penelitian serta membahas dan menganalisis data-data yang 
didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan analisis regresi dan 
korelasi. 
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang simpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran 










2.1 Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Definisi pajak menurut Soemitro dalam Suandy (2011:1)  adalah: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), 
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum” 
 
Menurut Andriani dalam Agung (2007:1) pajak adalah 
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan baik 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. 
 
Sedangkan menurut Djajaningrat dalam Muljono (2010:1) yaitu 
 
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada 
negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi sesuai menurut 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan 
digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum”. 
 
Menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007, 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 
melekat pada pengertian pajak adalah: 
1) Iuran rakyat ke kas Negara 
2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya 
yang sifatnya dapat dipaksakan. 
3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi 





4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
5) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 
 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Menurut Suandy (2011:12) ada 2 fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-
banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. 
b. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat 
untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun 
politik dengan tujuan tertentu. 
 
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 
Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu: 
a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak 
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 







b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat 
Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warga negaranya. 
c) Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.4 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:3) beberapa teori-teori yang 
mendukung pemungutan pajak antara lain: 
1. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh 







2. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 
kepentingan (misalnyaperlindungan) masing-masing orang.Semakin 
besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak 
harus dibayar. 
3. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 
harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 
Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: 
1) Unsurobjektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 
2) Unsursubjektif, dengan memperhatikan besarnya 
kebutuhan materil yang harus dipenuhi. 
4. Teori Bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 
dengan negaranya.Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat 
harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalahsebagai 
suatu kewajiban. 
5. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan 
menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh 







2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak  
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:4) hukum pajak 
mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:  
1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan 
individu lainnya. 
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 
rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut: 
a. Hukum tata negara 
b. Hukum tata usaha (hukum administratif) 
c. Hukum pajak 
d. Hukum pidana  




2.1.6 Pembagian Hukum Pajak 
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku 
pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum 
pajak yakni: 
1) Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 
lain keadaan, perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 
pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang 
dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 
pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 
Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
2) Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata carauntuk mewujudkan hukum 
materil menjadi kenyataan (caramelaksanakan hukum pajak materil). 





a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang 
pajak. 
b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap 
parawajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa 
yang menimbulkan utang pajak. 
c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan 
pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya 
mengajukan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan 
Umum Tata Cara Perpajakan. 
 
2.1.7 Pengelompokan Pajak  
Menurut Suandy (2011:35-39) Pembagian pajak dapat dilakukan 
berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya sebagai berikut: 
1) Berdasarkan golongannya 
a. Pajak langsung 
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 
sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat 
dialihkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan. 
 
b. Pajak tidak langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan dapat dialihkan 
atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai 
pajak tak langsung. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak 
penjualan atas barang mewah. 
 
2) Berdasarkan wewenang 
a. Pajak pusat/ pajak negara 
Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal 
Pajak. 
 
b. Pajak daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 
pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh 







3) Berdasarkan sifat 
 
a. Pajak subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan 
Wajib Pajak.  
 
b. Pajak objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan 
objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, 
kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. 
Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang 
hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. 
 
 
2.1.8 Stelsel  Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2011:6) pemungutan pajak dapatdilakukan 
berdasarkan tiga stelsel. Ketiga stelsel tersebut antara lain: 
1) Stelsel nyata (riel stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 
pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 
2) Stelsel anggapan (fiectieve stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan. 
3) Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan campuran antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 






2.1.9 Asas Pemungutan Pajak 
Asas pemungutan pajak menurut Rahayu dan Suhayati (2010:42) yaitu: 
a. Asas domisili 
Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib 
pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang 
berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan 
dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-
undang dikenakan pajak. 
b. Asas sumber 
Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana 
obyek pajak diperoleh. 
c. Asas kebangsaan 
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan 
pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. 
 
2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2009:7-8) sistem pemungutan pajak dibedakan 
menjadi: 
1) Official Assessment System 
Adalahsuatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 
b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2) Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri, 
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang, 






3) With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 




2.1.11 Utang Pajak  
 Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:32) menurut ajaran meterial, utang 
pajak timbul karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu 
perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh 
fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu tatsbestandkarena oleh 
undang-undang timbulnya utang pajak dihubungkan dengan adanya suatu 
tatsbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa 
ataupun perbatasan tertentu. 
 
2.1.11.1Timbulnya Utang Pajak 
    Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengaturtimbulnya 
utang pajak, yaitu: 
1. Ajaran formil 
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. 
2. Ajaran materil 
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang 
dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan 








2.1.11.2  Berakhirnya Utang Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:8) terhapusnya utang pajak dapat 
disebabkan beberapa hal-hal, yaitu: 





2.1.12 Hambatan Pemungutan Pajak 
Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada 
atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak menurut 
Suandy (2011:21) dapat dibedakan menjadi dua bagian, adalah sebagai 
berikut: 
1. Perlawan Pasif  
Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan 
sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. 
2. Perlawanan Aktif 
Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang 
dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau 
mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan 
secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut: 
a. Penghindaran pajak (tax avoidance), adalah suatu 
usahapengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara 
memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan 
secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-





yang belum diatur dan kelemaham-kelemahan yang ada dalam 
peraturan perpajakan yang berlaku. 
b. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah merupakan 
pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar 
peraturan-peraturan perpajakan seperti memberi data-data 
palsu atau menyembunyikan data.  
 
 
2.2 Pajak Penghasilan Secara Umum 
Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 
berlaku sejak Januari 1984.Undang-undang ini telah beberapakali mengalami 
perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2008.Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak 
Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 
diterima atau diperolehnyadalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai 
pajak  apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang 
menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut 
Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk 
penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya 
dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Mardiasmo (2009:129) 
Menurut Mardiasmo (2009:129-130) Pajak penghasilan dikenakan 
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah: 
1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak. 
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 





koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 
 
Menurut Mardiasmo (2009:131) subjek pajak dapat dibedakan atas wajib 
pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. 
1) Subjek pajak dalam negeri antaralain: 
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau 
diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. 
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto. 
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum UU PPh pasal 17. 
d. Wajib menyampaikan SPT 
2) Wajib pajak luar negeri antaralain: 
a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari 
sumber penghasilan di Indonesia. 
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. 
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh 
pasal 26). 
d. Tidak wajib menyampaikan SPT. 
 
2.2.1  Pajak Penghasilan  Pasal 21  
Menurut Mardiasmo (2009:162) pajak penghasilan pasal 21 adalah 
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 





Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-
Undang pajak penghasilan. 
Dalam pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan 
keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ditentukan 
bahwa: 
1. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan 
oleh : 
a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. 
b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah honorarium, 
tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
atau kegiatan. 
c. Dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan 
pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. 
d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 
melakukan pekerjaan bebas. 
e. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran 
sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan 
pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
kantor perwakilan Negara asing dan organisasi-organisasi internasional 





3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak untuk 
setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan 
biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak 
Kena Pajak. 
4. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap 
lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah 
dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang 
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
5. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) 
huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.5a) 
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP pajak lebih tinggi 20% 
dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat 
menunjukan Nomor Pokok Wjib Pajak. 
6. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas 
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Perhitungan 
PPh pasal 21 mulai tahun 2009 harus dilakukan sesuai dengan 
Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 
PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang 
Pribadi sebagaimana ditentukan dalam PMK-252/PMK.03/2008. PER-








2.2.2  Pajak Penghasilan Badan 
Menurut Diana dan Setiawati (2009:311) Badan adalah sekumpulan 
orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk sebagai badan adalah 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau lainnya, lembaga, dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
 
2.2.3 Subjek Wajib Pajak Badan  
Menurut Mardiasmo (2009:130) Subjek Wajib Pajak Badan yaitu Badan 
yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu 
dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 
4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. 
 
2.2.4 Objek Pajak untuk Wajib Pajak Badan  
Menurut Mardiasmo (2009:133) yang menjadi objek pajak badan yaitu 
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 





Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun 
 
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2009:137-138) besarnya Penghasilan Kena Pajak 
untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Penghitungan 
besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha 
tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1. Menggunakan pembukuan 
Untuk wajib pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan 
penghasilan netto yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya 
yang diperkenankan oleh Undang-undang PPh.  
2. Menghitung penghasilan kena pajak 
Menurut Mardiasmo (2009:139) besarnya penghasilan kena pajak dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan bruto dikurangi 
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 
termasuk: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha, 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperloleh hak dan atas biaya 
lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri 
Keuangan. 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimilki dan 
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 





e. Kerugian selisih kurs mata uang asing 
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yng dilakukan di 
Indonesia. 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan pemerintah. 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
n. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun). 
 
2.2.6 Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan 
Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
adalah sebesar 25%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan 
terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor 
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu 
lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang 
berlaku. Mardiasmo (2009:144)  
Pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha 





dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk 
menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut: 
Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) 
Pajak Penghasilan = PKP x tarif pasal 17 
 = Penghasilan netto x tarif pasal 17 
= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh)–
tarif pasal 17 
 
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak  
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak   
Dengan sistem pemungutan yang berlaku adalah self assesstment 
system, dimana segala pemenuhan perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib 
pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan prosedur pemeriksaan, sehingga 
dibutuhkan adanya kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang harus 
dipatuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Istilah kepatuhan 
berarti tunduk atau patuh pada aturan tertentu. Kepatuhan berarti patuh dan taat 
pada peraturan yang berlaku. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah 
aturan perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang 
diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan 
sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka 
pelaksanaan peraturan perundang–undangan yang berlaku (Sapriadi, 2013). 
Menurut Gunardi dalam  Harinurdin (2009:2) pengertian kepatuhan wajib 
pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk 
memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu 
diadakannya pemeriksaan, investigasi saksama, peringatan ataupun ancaman, 





Deviano dan Rahayu (2006) dalam Rahma (2013:4) mengatakan bahwa 
kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakan ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 
material, sebagai berikut: 
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang 
perpajakan. 
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substantiv atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 
 
2.3.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh 
Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria 
tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam 
Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak 
patuh.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak 
Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 
b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 






c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 
d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
 
2.3.3 Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh 
Menurut  Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012  Pasal 
3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu: 
1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 
a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun 
Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun 
sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu 
dilakukan tepat waktu; 
b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam 
tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria 
Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 
3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 
c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum 
tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa 
Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan 
d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud 
pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 





2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada 
tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak 
Dengan Kriteria Tertentu. 
3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan 
publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang 
dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai 
dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan 
kriteria tertentu. 
 
2.3.4Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh 
Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4, yaitu: 
1) Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan: 
a) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau 
b) Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan. 
2) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
1) huruf a), diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun 
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 
3) Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak: 
a) Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan 
Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana 





b) Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai 
penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan. 
4) Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan 
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf 
b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan 
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 
5) Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan 
Kriteria Tertentu. 
6) Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat 4). 
7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) 
huruf a) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung 
sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan 
Kriteria Tertentu. 
8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) 
huruf a) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
9) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) 





lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
2.3.5 Pencabutan Wajib Pajak Patuh 
Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu: 
1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria 
Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak: 
a) Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau 
dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; 
b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu 
jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut; 
c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu 
jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; 
atau 
d) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan 
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak. 
3) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1), tidak dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 
4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan 
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran 






2.3.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 
Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal 
Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata  Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut 
Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari: 
1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase 
pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
2) Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah 
kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
3) Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan 
adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat 
Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. 
4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari 
aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban 
pembukuan. 
 
2.4 Sanksi Perpajakan 
Menurut Mardiasmo (2009:57) sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(norma perpajakan) 
akan/dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau biasa dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegahagar wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan.Sedangkan menurut Muliari dan Setiawan dalam Arum (2012:21) 
sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang 





rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus 
dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.  
Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak 
mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan 
dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi admisistrasi (dapat berupa 
denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rustiyaningsih, 2011:51). Menurut 
Devano dan Rahayu (2006) dalam Sapriadi (2013), Pengenaan sanksi 
perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan 
oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan 
sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya 
kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka 
berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk 
menyelundupkan pajak. 
 
2.4.1 Sanksi Denda 
Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, 
dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar 
peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi 
denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan 
cara membayar uang (Jatmiko, 2006:19).  
Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 
Tahun 2007 adalah sebagai beriku: 
1) Pasal 7 Ayat 1, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 





waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 4, dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa 
Lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar 
Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Orang Pribadi. 
2) Pasal 8 Ayat 3, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi 
belum dilakukan tindakan penyelidikan mengenai adanya ketidakbenaran 
yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 
terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan 
dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai 
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% 
(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 
3) Pasal 14 Ayat 4, terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f 
masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak. 
4) Pasal 44b Ayat 2, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 
setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar 





administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak 
atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 
 
2.5 Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 
berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya (Rahman,2011:102). Sedangkan menurut Suyatmin (2004) dalam 
Jatmiko (2006) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto 
(2005) dalam Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar 
pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran 
bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan 
negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena 
merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, 
kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak 
sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami 
bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak 
pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya 
pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan 
Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena 
pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan 
kewajiban mutlak setiap warga negara.  
Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut 
Bakrin dalam Sapriadi (2013:10)  yaitu 1) mengetahui fungsi pajak, wajib pajak 
sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai 
salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah 





akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan 
tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan 
dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara. 
 
2.6 Pelayanan Fiskus 
Menurut Jatmiko (2006) Pelayanan adalah cara melayani (membantu 
mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). 
Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat 
diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau 
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah 
wajib pajak). Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat 
mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. 
Kualitas jasa / pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 
diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Sapriadi, 2013:9). 
Sedangkan menurut Rahman (2011:101) pelayanan fiskus dalam arti pelayanan 
dari petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala 
keperluan yang dibutuhkan wajib pajak juga sangat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak. 
 Panggabean (2002) dalam Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana 
petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. 
Selama ini peranan dari fiskus lebih banyak menjadi seorang pemeriksa. Padahal 
untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya 








2.7  Penelitian Terdahulu  
Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti oleh 
peneliti sebelumnya. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian 
sebelumnya antara lain: 
 
















Pengaruh sikap wajib 
pajak pada pelaksanaan 
sanksi denda, 
pelayanan fiskus, dan 
kesadaran perpajakan 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak (studi 
empiris pada wajib pajak 
orang di kota 
Semarang) 
Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah 
kepatuhan wajib pajak 
sedangan variabel bebas 
adalah sikap wajib pajak 
pada pelaksanaan denda, 



















wajib pajak, dan 
pelayanan fiskus pada 
kepatuhan wajib pajak. 
Variabel bebas yaitu 
persepsi wajib pajak 
terhadap sanksi 
perpajakan, kesadaran 
wajib pajak, pelayanan 
fiskus. Variabel terikat yaitu 
kepatuhan wajib pajak di 


































Pengaruh persepsi wajib 
pajak tentang kualitas 
pelayanan fiskus 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak dan 
prefernsi risiko sebagai 
variabel moderating 
(studi empiris terhadap 
wajib pajak orang 
pribadi di kota 
Semarang). 
Variabel bebas yang 
digunakan yaitu pesepsi 
tentang kualitas kualitas 
pelayanan fiskus. Variabel 
terikat yaitu kepatuhan 
wajib pajak, sedangkan 
variabel moderating yaitu 
kondisi keuangan wajib 



















wajib pajak, pelayanan 
fiskus, dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha dan 
pekerja bebas (studi di 
wilayah KPP Pratama 
Cilacap) 
Variabel bebas dalam 
penelitian ini yaitu 
kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, dan 
sanksi pajak sedangkan 
variabel terikat adalah 
kepatuhan wajib pajak. 
Kesadaran wajib 
pajak, pelayanan 
fiskus, dan sanksi 
pajak memiliki 
pengaruh positif 










pelayanan pajak, sanksi 
pajak dan kesadaran 
wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar PBB 
(pada Kecamatan 
Selupu Rejang) 
Variabel terikat dalam 
penelitian ini yaitu 
kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak 
bumi dan bangunan di 
Kabupaten Rejang Lebong. 
Sedangkan variabel bebas 
yaitu kualitas pelayanan 
pajak, sanksi pajak, 
















Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jika 
sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi dan PBB, maka pada penelitian ini lebih fokus pada kepatuhan wajib 
pajak badan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling, sedangkan penelitian sebelumnya mengunakan 
simple random sampling.  
 
2.8 Kerangka Pemikiran 
Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk 
meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak terus dilakukan oleh 
pemerintah. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya 
mengandalkan peran Ditjen Pajak, tetapi dibutuhkan peran dari petugas fiskus 
yang seharusnya melayani para wajib pajak dengan jujur, dan profesional. Serta 
peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Dengan mengubah sistem 
pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment 
system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 
yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan 
kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
jumlah pajaknya. Tetapi pada kenyataannya angka kepatuhan wajib pajak masih 
tergolong rendah, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan sanksi denda, kesadaran wajib 
pajak, dan kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh denda, kesadaran wajib 
pajak dan kualitas pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan.  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk 







   
  
 






Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran 
 
2.9       Hipotesis Penelitian 
2.9.1    Pengaruh Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-
Undang, tidak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dalam 
undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan 
bunga) dan sanksi pidana. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi 
pelanggar pajak.Menurut Mardiasmo (2009:57) sanksi pajak merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan 
denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar 
peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi 
denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan 
Denda (X1) 
Kesadaran Wajib 









cara membayar uang (Jatmiko, 2006:19). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan 
agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan, wajib pajak 
akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih 
merugikannya, semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar, maka 
akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Jatmiko, 2006). 
             Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi denda 
diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
 H1 : Denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
 
2.9.2  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Badan 
Irianto (2005) dalam Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk 
kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 
Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 
menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau 
membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang 
dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan 
pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau 
membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan 
pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial 
yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, 
kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat 
dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 
memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 





Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran 
perpajakan masyarakatyang rendah seringkali menjadi salah satu sebab 
banyaknya potensi pajak yangtidak dapat dijaring. Lerche (1980) dalam Jatmiko 
(2006) juga mengemukakan bahwa kesadaranperpajakan seringkali menjadi 
kendala dalam masalah pengumpulan pajak darimasyarakat. Kesadaran wajib 
pajak atas perpajakan amatlah diperlukan gunameningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. 
            Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib 
pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan 
 
2.9.3  Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan 
Panggabean (2002) dalamAryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas 
pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini 
peranan dari fiskus lebih banyak menjadi seorang pemeriksa. Padahal untuk 
menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya 
dibutuhkan peran yang lebih dari sekadar pemeriksaan.  
Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, 
pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 
pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki 
motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik Ilyas dan Burton(2010) dalam Arum 
(2012). Pelayanan fiskus dalam arti pelayanan dari petugas pajak dalam 





pajak juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan 
fiskus diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 









3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan 
pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 
dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Model 
yang dibangun dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas yang 
diidentifikasi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 
Makassar Selatan yaitu (1) denda (2) kesadaran wajib pajak (3) kualitas 
pelayanan fiskus. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu suatu 
cara untuk mendeskripsikan secara keseluruhan variabel-variabel yang dipilih 
dengan cara mengkalkulasikan data sesuai kebutuhan pengguna. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan Jl. Urip Sumohardjo Km 4 Gedung Keuangan Negara 1 Makassar. 
Penelitian di lakasanakan mulai tanggal 7 April s/d 28 April 2014. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan 
yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sampai akhir tahun 2012 yaitu 
sebesar 12.424 wajib pajak. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian 






    𝑛 =
N
1+𝑁 ( 𝑒 )2  
 
Ket : 
n : Jumlah sampel 
N : Jumlah populasi 
e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 
yang masih dapat ditolerir atau di inginkan  
   
    𝑛 =
12.424
1+12.424 ( 0.01 )
2 
 = 99,99, dibulatkan menjadi 100 
 
Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebesar 100 responden. 
  
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Data Primer  
 Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib 
pajak badan yang diwakili oleh Tax Professionalyang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Makassar Selatan melalui penyebaran kuesioner. 
 
3.4.2 Data Sekunder 
 Data sekunder  adalah data yang berupa literatur, artikel, jurnal, peraturan 
perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan 





oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makssar Selatan. Data tersebut berupa 
gambaran umum KPP Pratama Makassar Selatan dan jumlah Wajib Pajak  
Badan yang terdaftar dan efektif, dan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan 
SPT periode 2010 - 2012 di KPP Pratama Makassar Selatan.   
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1 Studi Kepustakaan (Library Research) 
 Studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen, untuk 
memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan yang dilakukan 
dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu laporan yang dibuat 
olek Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data tersebut berupa 
gambaran umum KPP Pratama Makassar Selatan dan jumlah Wajib Pajak Badan 
yang terdaftar dan efektif, dan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.  
 
3.5.2 Studi Lapangan 
 Studi lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan menyebar 
kuesioner kepada responden yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP 
Pratama Makassar Selatan.  Kuesioner yaitu  metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara membagi dan mengajukan 
sejumlah pertanyaan kepada responden dan kemudian responden diminta 
menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat 
responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat 
sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya 





Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
Angka 3 = Netral (N) 
Angka 4 = Setuju (S) 
Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian  
Penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan tiga variabel bebas. Variabel 
terikat (dependen) dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak badan sedangkan 
variabel bebas (independent) dalam penelitian ini yaitu sanksi denda, kesadaran 
wajib pajak, dan pelayanan fiskus. 
 
3.6.2 Definisi Operasional 
3.6.2.1 Sanksi Denda (X1) 
Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, 
dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar 
peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi 
denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan 
cara membayar uang (Jatmiko, 2006:19). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 
poin dengan beberapa pertanyaan. 
 
3.6.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X2) 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 





perpajakannya (Rahman, 2011:102). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 
poin dengan beberapa pertanyaan. 
 
3.6.2.3 Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) 
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan 
segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah 
petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas 
pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak) Jatmiko (2006). Variabel 
ini diukur dengan skala likert 5 poin 
. 
3.6.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) 
Menurut Simon (2003) yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian 
kepatuhan wajib pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai 
kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang 
berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi saksama, peringatan 
ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 













Tabel 3.1   Definisi Operasional Variabel 
















1. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa 
bapak/umum paham dan 
berusaha memahami UU 
perpajakan. 
2. Bapak/ibu selalu mengisi 
formulir pajak dengan 
benar 
3. Bapak/ibu selalu 
menghitung pajak dengan 
jumlah yang benar. 
4. Bapak/ibu selalu 
membayar pajak tepat 
pada waktunya 
5 poin Skala 
Likert, 1 untuk 












1. Bapak/ibu merasa bahwa 
sudah sepantasnya 
keterlambatan membayar 
pajak tidak diampuni dan 
harus dikenakan denda 
2. Denda sebesar 2% per 
bulan adalah wajar 
3. Pelaksanaan sanksi 
denda terhadap wajib 
pajak yang lalai dilakukan 
oleh petugas pajak tepat 
pada waktunya 
 
5 poin Skala 
Likert, 1 untuk 











Lanjutan Tabel 3.1 
Variabel Notasi* Indikator Pertanyaan Pengukuran Sumber 
 Denda 4 4. Perhitungan pelaksanaan 
sanksi denda bunga 
terhadap wajib pajak yang 
lalai membayar pajak 
















1. Pajak adalah iuran rakyat 
untuk pembangunan  
2. Pajak adalah iuran rakyat 
untuk dana pengeluaran 
umum pelaksanaan fungsi 
dan tugas pemerintah 
3. Pajak adalah sumber 
penerimaan Negara yang 
terbesar 
4. Pajak harus saya bayar 
karena pajak merupakan 
kewajiban kita sebagai 
warga negara 
























1. Fiskus telah memberikan 
pelayanan pajak dengan 
baik 
2. Anda merasa bahwa 
penyuluhan yang dilakukan 
oleh fiskus dalam 
membantu anda mengenai 
hak dan kewajiban anda 
selaku wajib pajak 
3. Petugas pajak senantiasa 
memperhatikan keberatan 
wajib pajak atas pajak yang 
dikenakan 
4. Cara membayar dan 
melunasi pajak adalah 
mudah/efisien 











3.7 Instrumen Penelitian 
Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan 
akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.  
 
3.7.1 Uji Validitas  
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat 
ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan 
kecermatan alatukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Sakaran,2003). Suatu 
skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya 
dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini uji 
validitas diukur dengan membandingkan antara rhitung  denganrtabel. rhitung didapat 
dari pengujian reliabiltas dengan melihat item totalcorrelation. Suatu pernyataan 
dikatakan valid apabila memiliki item total lebih correlation >rtabel. 
 
3.7.2 Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu 
instrumentersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. 
Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang 
didapatkan semakin terpercaya (reliabel). Semakin relibel suatu instrument, 
membuat instrument tersebut akan mendapatkan hasil yang sama, bila 
digunakan beberapa kali mengukur pada obyek yang sama.  Metode reliabilitas 
yang sering digunakan adalah metode Alpha Cronbach menunjukkan sejauh 
mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang 
dinilai.Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach’s alpha 





Jika cronbach’s alpha< 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk 
Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup 
Jika cronbach’s alpha> 0,8 maka reabiliti dikatakan baik 
 
3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan 
menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Untuk menguji 
hipotesis digunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji determinasi. 
 
3.8.1 Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas data, uji heterokedastisitas 
dan uji multikolinearitas. 
 
3.8.1.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau  
tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. 
Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram dan 
normal probability plot(Wijaya 2012:132). 
 
3.8.1.2 Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama 
untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi 





karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, 
sedang, dan besar), metode yang digunakan adalah metode chart (diagram 
scatterplot) (wijaya, 2011:130). 
 
3.8.1.3 Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antara variabel 
bebas (independent) pada model regresi. Pada model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel.  Untuk menguji ada atau 
tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 
dan lawannya, yaitu dengan melihat variance inflation factor (VIF). Nilai cut-off 
yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 (Nugroho, 2011:102). 
 
3.8.2 Uji Regresi Linear Berganda 
Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari 
satu independent variable terhadap dependen variable (Wijaya, 2012:104). 
Menurut Nugroho (2011:92-93) regresi linear berganda untuk mengetahui 
hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas (independent) secara 
bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent) (Y). Bentuk persamaan 
regresi linear berganda sebagai berikut:  
    Y = a + b1 x1 + b2x2 + b3x3 + e...............................(1) 
Y  =  Kepatuhan Wajib Pajak 
a  = Kostanta 
b1  = Koefisisen Denda 
b2  = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak 
b3 = Koefisien Pelayan Fiskus 





x2 = Kesadaran Wajib Pajak 
x3 = Pelayanan Fiskus 
e = Faktor Pengganggu  
 
3.8.3 Uji Hipotesis 
Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai 
karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji Determinasi. 
 
3.8.3.1 Uji Parsial (t-test) 
Uji persial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independet (X) 
berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Langkah-langkah yang dilakukan 
dalam pengujian hipotesis adlah sebagai berikut: 
a) Menentukan formula hipotesis 
H0 = tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap 
variabel terikat (Y) 
Ha = terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap 
variabel terikat (Y) 
b) Menentukan level of significant. Dengan 𝛼= 5% 
c) Tingkat pengujian: 
Jika – thitung>ttabel, maka H0ditolak dan Ha  diterima. 
Jika – thitung< ttabel,maka H0diterima dan Ha  ditolak. 
d) Menentukan nilai thitung dengan menggunakan SPSS. 





Untuk menetukan H0 diterima atau ditolak dilihat dari tingkat signifikansi. 
Apabila tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka H0 diterima atau 
berpengaruh secara signifikan. 
 
3.8.3.2 Uji Simultan (F-test) 
Nugroho (2010:99) menyatakan bahwa untuk mengetahui bersama-sama 
apakah secara simultan variabel bebas PI (X1), variabel bebas P2 (X2) memiliki 
hubungan yang signifikan dengan variabel dependen (Y), maka dapat dilakukan 
uji signifikan dengan hipotesis sebagai berikut: 
a. H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X1 dan 
X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y) 
Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X1 dan X2) 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y) 
b. Tingkat pengujian : 
Jika Fhitung< Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
c. Menentukan tingkat signifikansi 
Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha 
ditolak. 
Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
 
3.8.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada 





variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R2 maka akan semakin baik 
model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa 
digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen. 
Koefisien determinasi dirumuskan : 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Analisis Deskriptif 
 Analisis deskriftif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban 
yang diperoleh dari responden, yang memberikan pernyataan dan penilaian atas 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.  
 
4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Statistik deskriptif variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah 
dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel yang diteliti 
dalam penelitian ini seperti denda, kesadaran, kualitas pelayanan fiskus, dan 
kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut.  
 
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
DENDA 100 2 5 340 3,40 ,841 
KESADARAN 100 2 5 341 3,41 ,805 
KUALITAS PELAYANAN 
FISKUS 
100 2 5 325 3,25 ,880 
KEPATUHAN 100 2 5 342 3,42 ,806 
Valid N (listwise) 100      
Sumber: Data primer diolah, 2014 
 
Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa variabel denda 
memiliki nilai rata-rata sebesar 3,40. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 





Nilai minimum variabel denda adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat 
responden yang menjawab tidak setuju. Sementara itu nilai maksimum variabel 
denda adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang 
menjawab sangat setuju untuk pertanyaan yang berkaitan dengan denda. 
Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 3,41. Hal 
Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab netral untuk 
pertanyaan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Nilai minimum 
variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 2 yang menunjukkan bahwa 
terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pertanyaan yang 
berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Sementara itu nilai maksimum adalah 
sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat 
setuju untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. 
Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai rata-rata sebesar 3,25. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab netral untuk 
pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan fiskus. Nilai minimum 
variabel kualitas pelayanan fiskus adalah sebesar 2 yang menunjukkan bahwa 
terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang 
berkaitan dengan kualitas pelayanan fiskus. Sementara nilai maksimum adalah 
sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat 
setuju untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan fiskus. 
Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata sebesar 3,42. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab netral untuk 
pertanyaan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai minimum 
variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2 yang menunjukkan bahwa 
terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pertanyaan yang 





kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat 
responden yang menjawab sangat setujuuntuk pertanyaan yang berkaitan 
dengan kepatuhan wajib pajak.  
 
4.1.2 Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan 
yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sampai akhir tahun 2012 yaitu 
sebesar 12.424 wajib pajak. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian 
ini menggunakan rumus Slovin dalam Arum (2012:41) yaitu : 
𝑛 =
12.424
1+12.424 ( 0.01 )
2 
 = 99,99, dibulatkan menjadi 100 
 Berdasarkan hasil rumus di atas, sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebesar 100 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
penentuan sampel yang dipilih dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel yaitu: 
a. Wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif di KPP Pratama 
Makassar Selatan periode 2010 – 2012.   
b. Wajib pajak badan yang menyampaikan SPT periode 2010 – 
2012.  
 
4.1.3 Karakteristik Responden 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar 
kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor 





mendatangi KPP Pratama Makassar Selatan dan memberikan kuesioner kepada 
tax professional yang mewakili badan usaha. KPP Makassar Selatan 
membawahi empat kecamatan yang ada di Makassar yaitu Kecamatan 
Panakukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Rappocini, Kecamatan 
Makassar. Deskripsi responden dalam penelitian dapat dilihat dari 
demografiresponden yang meliputi bidang usaha, jenis kelamin, usia, pendidikan 
terakhir. Berikut adalah tabel 4.2 yang menunjukkan deskripsi responden wajib 
































Sumber : Data primer diolah, 2014 
Berdasarkan tabel 4.2, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin laki-laki 61%, sisanya 39% berjenis kelamin 
perempuan. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 31-40 
tahun 35%. Sementara itu sebanyak 33% responden berusia antara 20-30 tahun, 
17% antara 41-50 tahun, dan sisanya yaitu 15% berusia diatas 50 tahun. 
Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 57%, 24% berpendididikan D3, 
15% berpendidikan SMU, 3% berpendidikan S2, 1% berpendidikan S3. 
Berdasarkan bidang usahanya sebagian responden memiliki bidang usaha jasa 
55%, sementara itu sebanyak 24% dibidang perdagangan, dan sisanya 21% 
dibidang jasa. Dari semua 100 kuesioner yang disebarkan semua responden 
Data 
Responden 
Keterangan Jumlah Persentase 
Jenis 
Kelamin 
Laki-laki 61 61% 
Perempuan 39 39% 
Usia 
Antara 20-30 thn 33 33% 
Antara 31-40 thn 35 35% 
Antara 41-50 thn 17 17% 




SD 0 0 
SMP 0 0 
SMU 15 15% 
D3 24 24% 
S1 57 57% 
S2 3 3% 
S3 1 1% 
Bidang 
Usaha 
Perdagangan 24 24% 
Industri 21 21% 
Jasa 55 55% 
Lain-lain 0 0 
Pernah isi 
SPT 





pernah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), hal ini menunjukkan bahwa 
semua responden relevan dijadikan responden dalam penelitian ini. 
 
4.2  Uji Validitas  
Pengujian validitas menunjukkan ketelitian serta ketepatan kuesioner 
yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui validitas pertanyaan dari 
setiap variabel, maka rhitung dibandingkan dengan rtabel. Rtabel dapat dihitung dengan 
df = N – 2. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100, sehingga df = 
100-2 = 98, r (? :98) = 0,197. Jika rhitung > rtabel, maka pertanyaan tersebut 
dikatakan valid. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) 
rtabel yang digunakan > 0,239 sehingga pertanyaan dikatakan valid.  






X1.1 0,651 0,197 Valid 
X1.2 0,723 0,197 Valid 
X1.3 0,665 0,197 Valid 
X1.4 0,691 0,197 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2014 
 






X2.1 0,687 0,197 Valid 
X2.2 0,701 0,197 Valid 
X2.3 0,715 0,197 Valid 
X2.4 0,720 0,197 Valid 












X3.1 0,670 0,197 Valid 
X3.2 0,677 0,197 Valid 
X3.3 0,650 0,197 Valid 
X3.4 0,715 0,197 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2014 
 






Y.1 0,788 0,197 Valid 
Y.2 0,678 0,197 Valid 
Y.3 0,726 0,197 Valid 
Y.4 0,697 0,197 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2014 
 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam 
variabel denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan 
wajib pajak dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur 
penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected Item – Total > 0,197.  
 
4.3 Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu 
instrumentersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. 
Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang 
didapatkan semakin terpercaya (reliabel). Semakin reliabel suatu instrument, 





digunakan beberapa kali mengukur pada obyek yang sama.  Metode reliabilitas 
yang sering digunakan adalah metode Alpha Cronbach menunjukkan sejauh 
mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Suatu 
instrumen penelitian dikatakan reliable apabila nilai alpha> 0,60. Penentuan 
reabilitas instrumen suatu penelitian adalah:  
1. Jika cronbach’s alpha < 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk 
2. Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup 
3.  jika cronbach’s alpha > 0,8 maka reabiliti dikatakan baik 
Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variabel-variabel yang diolah 
dengan menggunakan SPSS Statistics 20.0 : 
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas  variabel penelitian 
Variabel Koefisien Alpha Keterangan 
Denda 0,843> 0,601 Reliabel 
Kesadaran Wajib Pajak 0,858> 0,601 Reliabel 
Kualitas Pelayanan fiskus  0,841> 0,601 Reliabel 
Kepatuhan wajib pajak 0,869> 0,601 Reliabel 
Sumber : Output SPSS 20.0, 2014 
 
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, menunjukkan bahwa semua 
variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat 
digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji 
reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas 
yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha> 601, jadi hasil ukur 
yang akan didapatkan dapat dipercaya. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu 





Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 untuk empat variabel penelitian yaitu 
variabel sanksi denda sebesar 0,7625, pelayanan fiskus sebesar 0,8362, 
kesadaran perpajakan sebesar 0,6840, dan kepatuhan sebesar 0,8321. 
 
4.4 Analisis Data  
4.4.1 Uji Asumsi Klasik 
 Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas data, uji heteroskedastisitas 
dan uji multikolinearitas. 
 
4.4.1.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau  
tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. 
Cara mendeteksi normalitas dilakukandengan melihat grafik histogram. 
 
 
Gambar 4.1   Grafik Histogram 
 





Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik 
histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan 
dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. 
Akan tetapi grafik histogram ini hasilnya tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah 
sampel yang digunakan kecil.  
Metode yang handal adalah dengan melihat normal probability plot. Pada  
grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta 
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. 
 
 
Gambar 4.2   Normal Probability Plot 
Sumber : Output SPSS 20.0, 2014 
 
 
Berdasarkan grafik normal probability plot, dapat dilihat bahwa titik 
menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, 
sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Melihat kedua grafik 
diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat 





dengan hasil penelitian Jatmiko (2006) dapat diketahui bahwa histogram 
standardized residual dan PP plot standardized residual menunjukkan pola data 
terdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data 
terdistribusi normal. 
 
4.4.1.2  Uji Heteroskedastisitas 
 Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama 
untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, 
sedang, dan besar). Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang 
digunakan adalah metode chart (diagram Scatterplot ). Jika:  
1. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola 
tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 
maka terjadi Heteroskedastisitas.  
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 






Gambar 4.3  Diagram Scatterplot 
 
Sumber : Output SPSS 20.0, 2014 
 
 
Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar 
secara acak dan tidak membentuk sutu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa 
tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Sedangkan dalam penelitian Jatmiko (2006) pengujian 
heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser dilakukan dengan meregresi 
variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai 
variabel terikatnya. Apabila hasilnya signifikan maka dapat dikatakan terjadi 
heterokastisitas. Hasil Uji Glejser untuk variabel Sanksi statistik sebesar 0,182 
signifikansi sebesar 0,856, variabel Fiskus t statistik sebesar 0,078 signifikansi 
sebesar 0,938, dan variabel Sadar sebesar 1,357 signifikansi sebesar 0,178. 






4.4.1.3      Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antara variabel 
bebas (independent) pada model regresi. Pada model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel.  Untuk menguji ada atau 
tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 
dan lawannya, yaitu dengan melihat variance inflation factor (VIF). Nilai cut-off 
yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,01. Salah satu cara untuk menguji 
adanya multikoloniearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika 
nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 
 
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 
Sumber : Output SPSS 20.0, 2014 
 
 
Berdasarkan tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk 
variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari 
multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat table diatas yang 
menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen < 10, dan dapat 
digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan. 
 Dalam penelitian Jatmiko (2006) pengujian multikolinearitas dilakukan 
dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel bebas yang akan 
digunakan dalam persamaan regresi. Metode lain yanag digunakan untuk 
menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat pada tolerance value atau 
Variabel VIF Keterangan  
Denda 
1,775 Tidak Multikolinearitas 
Kesadaran Wajib Pajak 
2,050 Tidak Multikolinearitas 
Kualitas Pelayanan Fiskus 





variance Inflation Factors (VIF) adalah 10, batas tolerance value adalah 0,10. 
Untuk mendeteksi multikolinearitas ini dilihat dari condition index. Nilai teoritis 
condition index adalah sebesar 20, jika lebih besar dari nilai tersebut maka 
diindikasikan terdapat multikolinearitas.  Hasil uji multikolinieritas variabel sanksi 
nilai tolerance 0,967 VIF 1,025, variabel fiskus nilai tolerance 0,992 VIF 1,008,  
variabel sadar nilai tolerance 0,972 VIF 1,029. Dan condition index 14,610. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpilkan bahwa tidak terjadi 
multikolinieratis. 
 
4.5       Uji Regresi Linear Berganda   
Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara beberapa variabel bebas (independent) secara bersama-sama 
terhadap varaiabel terikat (dependent) (Y). Hasil uji regresi linear berganda dapat 
dilihat dari tabel berikut ini. 
 






T Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,640 ,272  2,354 ,021   
DENDA ,189 ,089 ,197 2,130 ,036 ,564 1,775 




,313 ,078 ,342 4,006 ,000 ,663 1,507 







Dari hasil analisis dengan bantuan SPSS 20.0 maka dapat ditulis 
persamaan regresi sebagai berikut:  
Y = 0,640 + 0,189X1 + 0,329X2 + 0,313X3 
Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci: 
1) Kostanta sebesar 0,640, hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel 
denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, maka 
kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,640. 
2) Nilai koefisien regresi untuk variabel denda sebesar 0,189. Dalam 
penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel denda (X1) berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika 
denda meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,189. 
3) Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran sebesar 0,329. Dalam 
penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel kesadaran (X2) 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib (Y), hal ini menunjukkan 
bahwa ketika kesadaran meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan 
wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,329. 
4) Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 
0,313. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas 
pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib (Y), 
hal ini menunjukkan bahwa ketika kualitas pelayanan fiskus meningkat 
sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami 







4.6 Pengujian Hipotesis 
4.6.1    Uji Parsial (test-t) 
 Uji persial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independet (X) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan 
dengan taraf signifikansi 0,05. Jika thitung > dari ttabel maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sebaliknya Jika thitung < dari ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 






t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,640 ,272  2,354 ,021   
DENDA ,189 ,089 ,197 2,130 ,036 ,564 1,775 




,313 ,078 ,342 4,006 ,000 ,663 1,507 
Sumber : Output SPSS 20.0, 2014 
 
Dari tabel 4.10, dapat menunjukkan bahwa variabel denda, kesadaran, 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib 
pajak. hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari masing 
masing variabel independen dibawah 0,05. 
1) Hasil Uji Pengaruh Denda (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan (Y) 
Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara Denda 
sebagai variabel X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y 
menunjukkan thitung sebesar 2,130, dengan tingkat signifikansi sebesar 





signifikansi (α = 0,05). Diketahui bahwa thitung yang dihasilkan sebesar 
2,130, lebih besar dari ttabel pada signifikansi α = 0,05, yaitu 1,660. Ini 
berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa variabel denda berpengaruh secara signifikansi terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Jadi pengenaan denda yang mendukung 
pembayaran pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
badan dalam membayar pajaknya. Sedangkan dalam penelitian Jatmiko 
(2006) pada hipotesis Sanksi denda menunjukkan nilai thitung sebesar 
7,890 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
 
2) Hasil uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan (Y) 
Berdasarkan hasil uji parsial antara kesadaran sebagai variabel 
X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel Y, 
menunjukkan thitung sebesar 3,303, dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,001. Hasil uji thitung tersebut jika dibandingkan dengan ttabel pada tingkat 
signifikansi (α = 0,05). Diketahui bahwa thitung yang dihasilkan sebesar 
3,330, lebih besar dari ttabel pada signifikansi α = 0,05, yaitu 1,660. Ini 
berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran 
berpengaruh secara signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 
dimana ketika kesadaran berpengaruh baik terhadap wajib pajak maka 
akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan dalam 
penelitian Jatmiko (2006) pada hipotesis Kesadaran menunjukkan nilai 






3) Hasil uji Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) 
Berdasarkan hasil uji parsial antara kualitas pelayanan fiskus 
sebagai variabel X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai 
variabel Y,menunjukkan thitung sebesar 4,006, dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000. Hasil uji thitung tersebut jika dibandingkan dengan ttabel pada 
tingkat signifikansi (α = 0,05). Diketahui bahwa thitung yang dihasilkan 
sebesar 4,006, lebih besar dari ttabel pada signifikansi α = 0,05, yaitu 
1,660. Ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima.  Hal ini menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikansi terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan. dimana ketika kualitas pelayanan fiskus 
berpengaruh baik terhadap wajib pajak maka akan meningkatkan 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan dalam penelitian Jatmiko 
(2006) pada hipotesis Pelayanan Fiskus menunjukkan nilai thitung sebesar 
11,771 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
 
4.6.2  Uji Simultan (Test-F) 
Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk melihat pengaruh 
variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengujian 
dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila Fhitung< Ftabel maka H0 diterima 








Tabel 4.11 Hasil Pengujian Simultan (Uji F) 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 34,563 3 11,521 37,118 ,000
b
 
Residual 29,797 96 ,310   
Total 64,360 99    
Sumber : Output SPSS 20.0, 2014 
 
Dari uji F, didapat Fhitung sebesar 37,118 dengan tingkat signifikansi 0,000. 
Nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai 
untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Hasil Fhitungtersebut jika dibandingkan 
dengan Ftabel pada tingkat keyakinan 95% (α = 0,05). Diketahui bahwa Fhitungyang 
dihasilkan sebesar 37,118, lebih besar dari Ftabel pada signifikansi α = 0,05, yaitu 
2,70. Ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
denda (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan kualitas pelayan fiskus (X3) 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan 
penelitian Jatmiko (2006) tidak melakukan pengujian secara simultan. 
 
4.6.3 Uji Determinasi  
 Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 
besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel independen. 
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,537 ,523 ,557 






Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, nilaiAdjusted R 
squareyang diperoleh sebesar 0,523 yang menunjukkan bahwa tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan 
dipengaruhi oleh variabel denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan 
fiskus  sebesar 52,3% dan sisanya 48,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
belum diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian Jatmiko (2006) tidak 



























5.1   Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1) Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa Denda berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 
Makassar Selatan. 
2)  Untuk Variabel kesadaran wajib pajak, berdasarkan uji parsial 
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar 
Selatan.  
3) Untuk variabel Kualitas pelayanan Fiskus, berdasarkan hasil uji parsial 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar 
Selatan. 
4) Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa 
variabel Denda, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus 
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 










5.2  Saran- saran  
 
Berdasarkan hasil temuan, saran-saran yang diajukan adalah sebagai 
berikut. 
1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua 
variabel yang telah diuji secara parsial dan simultan berpengaruh. Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat 
memperhatikan dan memahami pengaruh Denda, Kesadaran Wajib 
Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.  
2. Untuk Peneliti Selanjutnya  
Dalam penelitian ini hanya fokus pada tiga variabel yaitu Denda, 
Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus. Peneliti 
selanjutnya bisa menambah variabel lain dan dapat mencoba pada 
daerah yang berbeda. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian  
 
Objek dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Keterbatasan dalam penelitian 
yaitu peneliti hanya menyajikan data SPT tahunan saja,  yang seharusnya 
memasukkan SPT Masa. Wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dalam 
penelitian ini tidak memisahkan antara yang membayar pajak tepat waktu dan 
yang terlambat membayar pajak. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang 
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Bapak/Ibu :    Wajib Pajak Badan 
                 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan  
   
Di  
Tempat  
Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Denda, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan” 
 Nama  : Musniati 
 Nim  : A311 08882 
 Jurusan : Akuntansi 
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 
Memohon kesedian bapak/ibu untuk meluangkan waktunya guna mengisi 
pertanyaan-pertanyaan yang ada pada daftar ini tanpa ada prasangka dan 
perasaan tertekan. 
Semua keterangan dan jawaban yang saya peroleh semata-mata hanya 
untuk kepentingan penelitian. Keterangan dan jawaban yang akan bapak/ibu 
berikan akan sangat besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian peneliti. 
Atas perhatian dan bantuan yang bapak/ibu berikan saya ucapkan terima 
kasih. 
       Makassar,                2014 
       Hormat saya  
 







Kuesioner ini bersifat Rahasia, dan hanya dipergunakan untuk 
kepentingan penelitian 
 
A. Identitas Responden 
Saya sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam 
survey ini. Untuk membantu peneliti membuat perbandingan statistik, 
mohon diisi data demografi terkait perusahaan Bapak/Ibu dan data pribadi 
Bapak/Ibu. Jika Bapak/Ibu tidak berkenan memberikan nama perusahaan 
Bapak/Ibu, silahkan abaikan pertanyaan ini atau abaikan pertanyaan yang 
menurut Bapak/Ibu tidak berkenan mememberikannya. 
 
Nama Perusahaan :......................................................(boleh diisi/tidak) 
Usia   : a. 22 – 30 Tahun  c. 47 – 64 Tahun 
  b. 31 – 46 Tahun  d. 65 Tahun ke atas 
Jenis Kelamin  : a. Laki-laki    b. Perempuan  
           Pendidikan Terakhir : a. Diploma    c. Doktor (S3) 
      b. Sarjana   d. Lainnya..... 
      c. Magister (S2) 
Bidang Usaha  : a. Perdagangan  c. Jasa  
   b. industri    d. Lain-lain... 
 







B. Pertanyaan Kuesioner 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Pertanyaan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para 
wajib pajak atas pengaruh denda, kesadaran wajib Pajak, dan kualitas 
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Bapak/Ibu 
dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan 
tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan 
hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pertanyaan dilakukan 
dengan memeberikan tanda checklist (√ ) pada salah satu jawaban yang 
dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang 
berikan merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada 
tempat Bapak/Ibu bekerja. 
 
Skala yan digunakan dalam menjawab pertanyaan yaitu: 
 
1 2 3 4 5 
Sangat 
tidak Setuju 














1. Sanksi Pajak  
 
2. Kesadaran Wajib Pajak 
 
No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 
1. 
Bapak/ibu merasa bahwa sudah sepantasnya 
keterlambatan membayar pajak tidak diampuni 
dan harus dikenakan denda 
 
     
 
2. 
Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar      
 
3. 
Pelaksanaan sanksi denda terhadap wajib pajak 
yang lalai oleh petugas pajak tepat pada 
waktunya 
     
 
4. 
Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga 
terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak 
dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan 
 
     
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 
1. 
Pajak adalah iuran rakyat untuk dana 
pembangunan 
 
     
 
2. 
Pajak adalah iuran rakyat untuk dana 
pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan 
tugas pemerintah 
 
     
 
3. 
Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang 
terbesar 
 
     
 
4. 
Pajak harus saya bayar karena pajak 
merupakan kewajiban kita sebagai warga 
Negara 





3. Pelayanan Fiskus 
 
4. Kepatuhan Wajib Pajak  
No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 
1. 
Fiskus telah memberikan pelayanan pajak 
dengan baik 
 
     
 
2. 
Anda merasa bahwa penyuluhan yang 
dilakukan oleh fiskus dalam membantu anda 
mengenai hak dan kewajiban anda selaku wajib 
pajak 
 
     
 
3. 
Petugas pajak senantiasa memperhatikan 
keberatan wajib pajak atas pajak yang 
dikenakan 
 
     
 
4. 
Cara membayar dan melunasi pajak adalah 
mudah/efisien 
     
No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 
 
1. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa 
Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami 
Undang-Undang Perpajakan 
 
     
 
2. 
Bapak/Ibu selalu mengisii formulir pajak dengan 
benar 
 
     
 
3. 
Bapak/Ibu selalu menghitung pajakdengan 
jumlah yang benar 
 
     
 
4. 
Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada 
waktunya 
 





NO X1,1 X1,2 X1,3 X1,4 DENDA X2,1 X2,2 X2,3 X2,4 KESADARAN  X3,1 X3,2 X3,3 X3,4 
KUALITAS 
PELAYANAN 
FISKUS Y,1 Y,2 Y,3 Y,4 KEPATUHAN  
1 
3 4 3 4 3,5 4 3 4 3 3,5 3 2 1 3 2,25 3 3 3 3 3 
2 
3 4 4 4 3,75 4 4 4 3 3,75 5 5 4 4 4,5 4 4 4 3 3,75 
3 
4 3 4 3 3,5 3 3 4 4 3,5 4 3 3 4 3,5 4 3 4 3 3,5 
4 
4 4 4 5 4,25 5 4 4 5 4,5 4 4 2 2 3 4 4 4 5 4,25 
5 
2 1 3 3 2,25 3 3 2 2 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2,25 
6 
5 5 5 4 4,75 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4,25 
7 
4 4 4 5 4,25 5 4 4 5 4,5 4 4 3 4 3,75 4 5 3 4 4 
8 
4 5 5 4 4,5 4 5 4 4 4,25 3 3 4 4 3,5 4 4 5 4 4,25 
9 
4 4 3 3 3,5 4 4 4 3 3,75 4 3 4 4 3,75 4 3 4 4 3,75 
10 
4 4 3 4 3,75 4 4 4 3 3,75 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3,5 
11 
3 3 4 4 3,5 4 3 3 3 3,25 4 4 4 3 3,75 4 3 3 4 3,5 
12 
3 2 2 2 2,25 3 2 2 3 2,5 3 2 3 3 2,75 2 2 2 3 2,25 
13 
2 2 2 3 2,25 3 3 2 3 2,75 3 2 2 3 2,5 2 3 2 2 2,25 
14 
4 3 2 2 2,75 3 2 4 2 2,75 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
15 
1 2 2 2 1,75 2 2 2 3 2,25 1 1 1 3 1,5 2 2 2 2 2 
16 
4 4 5 4 4,25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 
17 
3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2,25 3 2 2 3 2,5 
18 






2 2 1 2 1,75 3 2 2 3 2,5 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 
20 
3 4 4 4 3,75 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3,75 
21 
4 3 3 3 3,25 3 4 4 3 3,5 4 5 4 4 4,25 4 4 3 4 3,75 
22 
3 4 3 2 3 4 3 4 4 3,75 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3,25 
23 
3 3 4 4 3,5 3 4 4 3 3,5 3 2 2 2 2,25 3 3 3 4 3,25 
24 
3 3 1 2 2,25 2 2 2 3 2,25 2 4 2 2 2,5 4 3 4 4 3,75 
25 
2 1 3 1 1,75 4 2 2 2 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 
3 3 1 2 2,25 3 3 2 3 2,75 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2,5 
27 
4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2,25 3 2 4 3 3 
28 
3 3 3 2 2,75 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1,75 2 3 2 3 2,5 
29 
2 2 3 3 2,5 2 2 3 3 2,5 2 2 3 3 2,5 3 2 3 3 2,75 
30 
5 4 4 4 4,25 5 5 4 4 4,5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3,5 
31 
3 2 4 4 3,25 4 4 3 4 3,75 4 3 4 3 3,5 3 3 3 3 3 
32 
4 4 4 5 4,25 4 5 4 4 4,25 3 5 5 4 4,25 4 4 4 4 4 
33 
3 2 2 3 2,5 2 3 3 2 2,5 3 4 2 2 2,75 3 3 3 2 2,75 
34 
3 3 2 3 2,75 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2,25 2 2 2 3 2,25 
35 
2 2 2 3 2,25 3 3 3 2 2,75 4 3 3 4 3,5 3 3 3 3 3 
36 
4 3 3 4 3,5 3 3 3 4 3,25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,75 
37 






2 2 3 3 2,5 3 3 2 3 2,75 3 3 1 3 2,5 2 3 2 2 2,25 
39 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4,25 4 4 4 4 4 
40 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3,5 2 3 2 2 2,25 3 3 3 4 3,25 
41 
3 2 2 3 2,5 4 5 4 4 4,25 4 2 3 4 3,25 3 3 4 4 3,5 
42 
3 3 2 4 3 3 2 3 2 2,5 3 3 4 3 3,25 3 2 3 3 2,75 
43 
3 4 4 4 3,75 3 3 3 2 2,75 3 3 3 2 2,75 3 3 3 3 3 
44 
4 4 3 3 3,5 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3,5 
45 
3 3 3 2 2,75 2 3 3 2 2,5 2 4 2 2 2,5 3 2 3 3 2,75 
46 
4 4 3 4 3,75 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4,25 4 4 3 4 3,75 
47 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3,5 4 3 4 4 3,75 3 3 3 3 3 
48 
3 2 2 3 2,5 2 3 3 2 2,5 3 3 1 3 2,5 3 3 3 3 3 
49 
4 4 4 5 4,25 5 5 4 5 4,75 5 5 4 5 4,75 5 4 3 4 4 
50 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3,5 4 4 3 5 4 
51 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,75 3 4 3 3 3,25 3 3 3 3 3 
52 
3 3 2 3 2,75 3 3 4 3 3,25 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,25 
53 
5 4 5 3 4,25 2 3 3 3 2,75 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 
54 
4 3 4 3 3,5 4 3 3 3 3,25 4 4 3 3 3,5 4 3 4 4 3,75 
55 
4 4 3 4 3,75 4 4 3 4 3,75 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3,75 
56 






3 4 4 4 3,75 4 4 4 3 3,75 4 5 4 4 4,25 4 3 3 4 3,5 
58 
4 4 4 4 4 5 3 4 5 4,25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 
5 4 5 4 4,5 4 5 4 4 4,25 2 2 3 3 2,5 4 5 4 4 4,25 
60 
3 2 2 3 2,5 4 3 3 3 3,25 3 4 3 4 3,5 4 4 4 4 4 
61 
3 4 4 3 3,5 3 4 3 4 3,5 3 3 2 3 2,75 3 4 5 5 4,25 
62 
3 3 2 3 2,75 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2,5 2 2 3 3 2,5 
63 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 3,5 2 3 4 4 3,25 3 3 3 3 3 
64 
3 4 3 4 3,5 3 3 3 2 2,75 2 1 3 2 2 3 2 3 4 3 
65 
4 4 3 4 3,75 4 4 3 4 3,75 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3,75 
66 
4 4 3 4 3,75 3 4 4 4 3,75 4 3 3 3 3,25 3 3 4 3 3,25 
67 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3,5 3 3 3 4 3,25 
68 
4 4 3 3 3,5 4 3 4 3 3,5 4 5 3 3 3,75 3 4 3 3 3,25 
69 
2 4 2 2 2,5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,25 3 4 4 3 3,5 
70 
3 4 5 3 3,75 4 3 4 3 3,5 4 3 3 4 3,5 4 4 3 4 3,75 
71 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,75 3 4 4 3 3,5 4 3 3 3 3,25 
72 
4 3 4 4 3,75 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4,5 
73 
3 3 2 2 2,5 2 3 3 3 2,75 3 2 2 3 2,5 3 3 3 2 2,75 
74 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,75 3 2 3 3 2,75 4 3 3 4 3,5 
75 






5 5 4 5 4,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4,5 
77 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,25 3 4 4 3 3,5 3 4 4 4 3,75 
78 
4 4 3 4 3,75 5 3 4 3 3,75 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4,25 
79 
3 4 4 4 3,75 3 4 3 3 3,25 5 4 3 3 3,75 4 4 4 4 4 
80 
3 4 3 3 3,25 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4,25 4 3 4 4 3,75 
81 
4 3 4 3 3,5 5 5 4 5 4,75 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,75 
82 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4,25 
83 
3 3 2 3 2,75 4 3 4 4 3,75 2 3 3 3 2,75 3 3 3 3 3 
84 
3 4 4 4 3,75 4 5 4 4 4,25 3 4 4 4 3,75 3 4 3 3 3,25 
85 
3 4 4 4 3,75 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3,75 
86 
3 2 3 3 2,75 2 3 3 2 2,5 4 3 2 4 3,25 3 2 3 3 2,75 
87 
4 5 4 5 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4,75 
88 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 2,5 2 1 2 1 1,5 3 2 2 3 2,5 
89 
3 3 4 4 3,5 2 3 3 3 2,75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
90 
4 3 4 3 3,5 5 4 4 5 4,5 4 3 4 3 3,5 5 4 5 5 4,75 
91 
2 3 3 2 2,5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,25 3 3 3 3 3 
92 
3 4 4 4 3,75 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3,5 3 4 4 4 3,75 
93 
4 3 4 3 3,5 3 2 2 3 2,5 4 4 3 3 3,5 4 3 3 3 3,25 
94 






4 3 4 3 3,5 3 4 3 3 3,25 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4,25 
96 
2 2 3 2 2,25 2 2 3 4 2,75 4 3 3 3 3,25 4 3 4 3 3,5 
97 
3 3 4 4 3,5 3 2 3 3 2,75 3 3 3 4 3,25 3 4 3 3 3,25 
98 
3 3 2 3 2,75 2 3 3 2 2,5 4 3 3 3 3,25 3 2 2 3 2,5 
99 
3 4 4 4 3,75 2 3 3 3 2,75 4 3 3 4 3,5 3 3 3 3 3 
100 





Lampiran : Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
DENDA 100 2 5 340 3,40 ,841 
KESADARAN 100 2 5 341 3,41 ,805 
KUALITAS 
PELAYANAN FISKUS 
100 2 5 325 3,25 ,880 
KEPATUHAN 100 2 5 342 3,42 ,806 
Valid N (listwise) 100      
 
 
Lampiran : Uji Kualitas Data 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
1. Denda  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
X1,1 9,98 5,252 ,651 ,444 ,815 
X1,2 9,99 4,636 ,723 ,536 ,782 
X1,3 10,06 4,501 ,665 ,448 ,812 
X1,4 9,96 4,887 ,691 ,487 ,797 
 
 
2. Kesadaran Wajib Pajak  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
X2,1 10,19 4,499 ,687 ,481 ,827 
X2,2 10,23 4,603 ,701 ,511 ,820 
X2,3 10,22 4,941 ,715 ,524 ,818 







3. Kualitas Pelayanan Fiskus 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
X3,1 9,51 5,990 ,670 ,488 ,803 
X3,2 9,63 5,347 ,677 ,489 ,801 
X3,3 9,74 5,669 ,650 ,478 ,811 
X3,4 9,70 5,727 ,715 ,540 ,783 
 
4. Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 









Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Y,1 10,13 4,437 ,788 ,626 ,806 
Y,2 10,31 4,661 ,678 ,488 ,850 
Y,3 10,26 4,396 ,726 ,528 ,832 
Y,4 10,07 4,773 ,697 ,521 ,843 
 
 
Lampiran : Uji Asumsi Klasik 
































t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,640 ,272  2,354 ,021   
DENDA ,189 ,089 ,197 2,130 ,036 ,564 1,775 




,313 ,078 ,342 4,006 ,000 ,663 1,507 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 
 
 
Lampiran :Regresi Linear Berganda 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,537 ,523 ,557 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 34,563 3 11,521 37,118 ,000
b
 
Residual 29,797 96 ,310   
Total 64,360 99    
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 














t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,640 ,272  2,354 ,021   
DENDA ,189 ,089 ,197 2,130 ,036 ,564 1,775 




,313 ,078 ,342 4,006 ,000 ,663 1,507 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN 
 
Lampiran : Tabel r 
Tabel r Product moment 
Pada Sig 0,05 (two Tail) 
N  r  N  r  N  r  N  R  N  r  
1 0.997  21 0.413  41 0.301  61 0.248  81 0.216  
2 0.95  22 0.404  42 0.297  62 0.246  82 0.215  
3 0.878  23 0.396  43 0.294  63 0.244  83 0.213  
4 0.811  24 0.388  44 0.291  64 0.242  84 0.212  
5 0.754  25 0.381  45 0.288  65 0.24  85 0.211  
6 0.707  26 0.374  46 0.285  66 0.239  86 0.21  
7 0.666  27 0.367  47 0.282  67 0.237  87 0.208  
8 0.632  28 0.361  48 0.279  68 0.235  88 0.207  
9 0.602  29 0.355  49 0.276  69 0.234  89 0.206  
10 0.576  30 0.349  50 0.273  70 0.232  90 0.205  
11 0.553  31 0.344  51 0.271  71 0.23  91 0.204  
12 0.532  32 0.339  52 0.268  72 0.229  92 0.203  
13 0.514  33 0.334  53 0.266  73 0.227  93 0.202  
14 0.497  34 0.329  54 0.263  74 0.226  94 0.201  
15 0.482  35 0.325  55 0.261  75 0.224  95 0.2  
16 0.468  36 0.32  56 0.259  76 0.223  96 0.199  
17 0.456  37 0.316  57 0.256  77 0.221  97 0.198  
18 0.444  38 0.312  58 0.254  78 0.22  98 0.197  
19 0.433  39 0.308  59 0.252  79 0.219  99 0.196  
20 0.423  40 0.304  60 0.25  80 0.217  100 0.195  
Sumber:http://elfriantonasution.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=51:tabel-r-product-moment&catid=31:bahan-kuliah&Itemid=46 
